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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini di segala bidang memberikan
berbagai dampak terhadap masalah-masalah pelaksanaan hukum di Indonesia.
Salah satu masalah yang sening kali terjadi adalah masalah pemanfaatan dan
kepemilikan tanah. Peningkatan pembangunan membutuhkan luas lahan yang
semakin besar pula, sedangkan lahan yang tersedia di suatu kota sangat terbatas.
Akibat dari keterbatasan lahan ini dan di lain pthak kebutuhan akan lahan yang
besar menimbulkan berbagai konflik antara pemilik tanah, pengembang atau
investor, dan juga pemerintah.

MMM vang terjadi di sekitar kepemilikan dan pemanfaatan tanah harus
diselesaikan secara cermar; dan tuntas. Akibat dari sebuah konflik pertanzhan akan
menimbulkan berbagai masalah lainnya, misalnya kerugian materi. Disadari bahwa
masalah pertanahan memiliki berbagai macam jenisnya, mulai dari perizinan,
kepemilikan, pajak, pemanfaatan, sampai dengan dampak peruntukan lahan.
Penyelesaian konflik dalam masalah pertanahan juga bisa bermacam-macam cara
pen: ekatannya.

Disadari bahwa peruntukan suatu lahan selalu berkaitan dengan
kepentingan sosial. Kepemilikan seseorang terhadap suatu lahan tanah tidak
menjadikannya sebagai pemilik mutlak atas tanah tersebut. Ada suatu batas dimana

kepemilikan tersebut dapat menjadi hilang. Pencabutan hak milik seseorang atas
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tanahnya dapat terjadi bila pada lahan tersebut akan dipergunakan untuk
kepentingan orang banyak.

Dalam tulisan ini akan dibahas persoalan kepemilikan tanah oleh seorang
warga negara yang diatas tanahnya akan dipergunakan oleh negara umtuk
kepentingan umum. Persoalan ini akan dianalisis dari sudut pandang Pranata

Pembangunan.

L.2. Peruimusan Masx;lah
Dalam makalah ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah status hukum dan landasan hukum kepemilikan tanah
seorang warga negara?
2. Apa alasan dan landasan hukum yang dipergunakan sel';ingga

kepemilikan tanah seorang warga negara dapat berakhir?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makaiah tentang tinjauan pencabutan hak milik tanah
seorang warga negara demi kepentingan umum ini adalah mencari penyelesaian
sebuah pencabutan hak milik seseorang demi kepentingan umum yang

menguntungkan semua pihak,
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DASAR HUKUM

2.1. Kepemilikan Tanah

Aspek pertanahan sangat perlu mendapat perlindungan hukum 'sebab
hukum yang akan mengatur, melindungi, mengayomi, menertibkan, mengarahkan,
dan sekaligus merekayasa nilai dan sikap manusia terhadap tanah, bukan oleh

kekuasaan (politik atau ekonomi) semata.

2.1.1. Asas Kepemilikan Tanah
Ada beberapa asas yang mendasari kepemilikan tanah memiliki, yain'l :

1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa; Pasal 1 ayat (2) UUPA: Seluruh bumi, air,
dan Tuang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,
dalam wilayah RI sebagai karunia Tuhan YME bagi bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan-nasional. |

2. Asas Persatuan [nddnwia; Pasal 9 ayat (1) UUPA . Hanya warga negara
Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan
ruang angkasa...

3. Asas Demokrasi dan Kerakyatan; Pasald ayat (2) UUPA: Tiap-tiap- warg;
negara, baik faki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah sert;al untuk mendapat manfaat dan hasilnya,

baik bagi diri sendiri maupun orang lain
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4. Asas Musyawarah; Pengadaan tansh bagi pelaksanasn pembangunan untuk
kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah. Proses atan kegiatan saling
mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keingian yang
didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak
yang memeriukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengnai bentuk, dan
besarnya ganﬁ kerugian.

3. Asas Kemanusiaan yang adil dan beradab; Pasal 10 UUPA : Kewajiban untuk
mengerjakan dan 'mmgusahakan sendin secara aktif tanah pertanian yang
dipunyai seseorang atau badan hukum harus dilakukan dengan mencegah cara-
cara pemerasan. Penjelasa Umum II angka 7: mengingat akan susunan
masyarakat pertanian kita, untuk sementara waktu kiranya masih dimungkinkan
adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemlhl'cnya,
misalnya melalui sewa beli, bagi hasil, gadai dan sebagainya. Namun demikian
segala séuatnya harus diselenggarakan dengan mencegah hubungan-hubungan
hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si kuat, tidak boleh diadakan
petjanjian atau kesepakatan atas dasar free fight, harus dicegah cara-cara
pemerasan.

6. Asas Keadilan sosial; terdapat dalam Pasal 11, 13, 15, 7, 10, 17, 53 UUPA
sedangkan dalam penjelasan pasal 11 : ... harus diperhatikan adanya perbedaan
keadaan masyarakat dan keperluan golongan rakyat, tetapi dengan menjamin
perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Golongan
ekonomis lemah térsebut, bisa warga negara asli maupun keturunan asing.

Demikian juga sebaliknya.
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7. Sifat komunalistik religius; Pasal 6 UUPA: Semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial, yang memungkinkan penguasaan tensh secara individual dengan
hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung kebersamaan;...
jangan mengabaikan, melainkan harus mengindahkan unsur-unsur yang
bersandar pada hukum agama. '

8. Asas pemisshan horisontal; Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi
pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya Perbuatan hukum
mengenai tanah titiak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang
ada di atasnya Namun dalam praktek dimungkinkan suatu perbuatan hukum
mengenai ianah meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atasnya,
asalkan : a. bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan satu
kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang berfahdasi
dan tanaman merupakan tanaman keras; b. bangunan dan tanaman keduanya
milik si émpunya tanah; ¢. maksud demikian secara tegas disebutkan dalam
akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

9. Asas spesialitas; bahwa tanah y#ng didafiarkan harus jelas-jelas diketahui dan
nyata ada di lokasi tanahnya.

10. Asas publisitas; bahwa setiap orang dapat mengetahui sesuatu bidang tanah itu
milik siapa; seberapa luasnya, dan apakah ada beban di atasnya.

11. Asas negatif, bahwa pemilikan suatu bidang tanah yang terdaftar atas nama
seseorang tidak berarti mutlak' adanya, sebab dapat saja dipersoalkan siapa

pemiliknya melalui pengadilan.

2.1.2. Kebijaksanaan Pertanahan
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Ada beberapa kebijaksanaan pertanahan yang mengatur kepemilikan t.anah
oleh seorang warga negara Indonesia Kebijaksanaan tersebut membenkm batasan
bagaimana perolehan, pemanfaaan, pengawasan, pembangunan, dan pengaturan
perencanaan peruntukan tanah. Kebijaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1., Penjelasan pasal 2; soal agraria menurut sifanya dan pada asasnya memp‘akan
tugas pemerintah pusat, sesuai ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Kalaupun
ada pelimpahan wewenang kepada daerah untuk melaksanakan hak penguasaan
negara atas tanah, ;nerupakan medebewind.

2. Pasal 12 UUPA jo. UU no. 24 / 1992; Perencanaan peruntukan tanah (land use
planning) yang tersedia, yang didahului kegiatan inventarisasi potensi dan
penggunaan tanah-tanah di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Perencanaan
tersebut bisa meliputi seluruh wilayah negara berupa strategi dan arahan-arahan
dasar, bisét meliputi suatu wilayah propinsi vang merupakan penjabaran strategi
nasional tersebut. Bisa pula meliputi seluruh atau sebagian wilayah
kabupaten/kotamadya, yang merupakan konkretisasi strategi dan arahan-arahan
di atas di wilayt'lh-wilayah yang bersangkutan.

3. PerMen Agraria/Kepala BPN no. 1/1993: pengalokasian tanah dan penentuan
lokasinya untuk berbagai keperluan yang nyata melalui mekanisme perizinan
oleh pejabat yang ditunjuk, dengan merujuk pada rencana peruntukan dan
penyediaan tanah yang telah dilakukan untuk wilayah yang bersangkutan.

4. Perolehan tanah yang diperlukan meliputi :

a. asas-asas : dalam keadaan biasa perolehannya melalui musyawarah

untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanah yang

diperlukan maupun imbangannya vang harus sedemikian rupa hjngga
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6. Penggunam,pemanfaatmsertapeme!iharaantanahyangdikuasaisésuai
dengan tujuan penguasaannya (Pasal 15 UUPA, UU no. 29/1956, UU no.
24/1992, dan lain-lain)

7. Pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pemegang hak yang tidak
memenuhi kewajibannya *

8. Penyediaan sarana yang diperlukan meliputi perangkat hukum, sumber daya

manusia.

2.1.3. Hak atas Tanah

Dalam pasal 16 UUP ditetapkan macam-macam hak atas tanah. Dengan
adanya hak atas tanah memberikan hak kepada pemiliknya untuk mempergunakan,
memperoleh manfaat, ataupun mengalihkannya. Ada pula kewajiban yangaharus
dipenuhi seperti memelihara, menc.:egah kerusakan, dan menambah kesuburannya
oleh pemilik hak tersebut. Macam-macam hak atas tanah tersebut adalah :

‘ 1. Hak Menguasai Negara ; Pasal 33 ayat 3 UUD 1945: bumi, air, dz;n kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai dari negara
berupa kegiatan : |

a. mengatur dan menyelengparakan peruntukan. penggunaan, persediaan,
dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi,‘ air dan ruang angkasa
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¢. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang men,genm buml, air, dan

ruang angkasa.

2. Hak Milik;

a. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh

b. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

¢. Hanya warga negara Indonesia dapat menguasai hak milik

d. Badan hukum yang dapat mempunyai hsk milik (PP no. 38/1963):

*

*

benk-bank yang didirikkan oleh negara
perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan
berdasarkan UU no. 79/1958

badan-badan keagatm@ yang ditunjuk oleh Menteri Ag;agﬁa
setelah mendengar dari Menteri Agama

badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Agraria setelah

mendengar dari Menteri Sosial

e. Setiap peralihan, hapusnya, pembebannya, dengan hak-hak lain harus

didaftarkan

f Hak milk dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak

tanggungan

g Hapusnya hak milik apabila :

pencabutan hak
penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
ditelantarkan

pemiliknya kehilangan kewarganegaraan Indonesia
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e pemindahan hak milik kepada orang asing atau kepada badan
hukum, maka jatuh kepada negara
s tanahnya musnah
3. Hak Guna Usaha
e Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh N«;:gara
(bukan miliknya sendiri), dalam jangka waktu paling lama 25 tahun dan
aten 35 tahun dan sesudshnya dapat diperpanjang hingga paling lama
25 tahun '
e IIGU hanya dapat digunakan untuk perusahaan, pertanian, perikanan,
atau petemakan,
¢ Luasnya paling sedikit 5 ha, apabila lebih dari 25 ha, harus memakai
investasi modal yang l_ayalc dan teknologi yang baik sesuai déngan
Jamannya
+ HGU dapat beralih dan dialihkan
*  Yang mempunysi HGU hanyalah WNI dan badan hukum
» HGU dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan
¢ Berakhimya HGU apabila :
* jangka waktu berakhir
* dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenuhi
+ dilepaskan oleh pemegang haknva sebelum ja.ngka waktu
berakhir

* dicabut untuk kepentingan umumi
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* diterlantarkan
* tanahnya musnah
* bukan WNI lagi
4, Hak Guna Bangunan
a. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang
bukan miliknya |
b. Jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu paling
llama 20 tal'Nn
c. Dapat beralih dan dialihkan
d. Yang dapat memperoleh HGB adalah WNI dan badan hukum
e. Harus didaftarkan
f Berakhimya HGB hampir sama dengan ketentuan berakhimya HGI’I
5. Hak Pakai
a Hlak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang
dikuasai langsung oleh negara atau tanah mitik orang lain (bukan
perjajian sewa menyewa, bukan pengolahan tanah)
b. Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau
selama tanahnya dipergunakan untuk kepertuan terientu
c. Yang dapat mempunyai Hak Pakai :
+ WNI
* 'WNA yang berkedudukan di Indonesia
* Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
*  Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

6. Hak Sewa untuk Bangunan
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Hak untuk mempergunakan tanah milk orang lan untuk keperiuan

bangunan dengan membayar sejumlah uang sewa.

2.2. Pengadaan Tanah untuk Proyek Pemerintah

Dalam Ketetapan MPR No: IFMPR/1988 tentang Garis-Garis Besar hgluan
Negara, bagain umum butir 30 yang antara lain menyatakan :
“Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Untuk itu periu terus dikembangkan rencena tata ruang dan
tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tansh dapat terkoordinasi
antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan
lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan

’

masyarakat dan kepentingan pembangunan”

Sejalan dengan arzh kebijaksanaan pembanguan nasional di bidang
pertanahan iersebut, ada beberapa tata cara pengadaan tanah uniuk proyek
pemerintah. Tata cara tersebut antara fain adalah :

1. Pengadaan Tanah Melalui Pencaﬁutan Hak Atas Tanah

2. Pengadaan Tanah Melalui Pembebasan Hak Atas Tanah

2.2.1. Pengadaan Tanah Melalui Pencabutan Hak Atas Tanah

Kepentingan umum harus lebih didahulukan dari pada kepentingan orang
perorangan, maka dalam keadaan memaksa yaitu jika jalan musyawarah tidak
membawa hasil yang diharapkan untuk bisa mengambil dan menguasai tanah yang

bersangkutan, pemerintah dapat melakukan pencabutan hak atas tanah
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sei)againmna dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yang

berbunyi :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan

memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan

Undang-undang,”

Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan dari ketentuan

Pasal 18 UUPA texsel;ut, pemerintah telah menetapkan berlakunya :

1. Undang-Undang no. 20 tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah
dan Benda-benda yang ada diatasnya.

2. Peraturan Pemerintzh No. 39 tahun 1973, tentang Acara Penetapan Ganti
Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak
Atas Tanah dan Benda-benda vang ada diatasnya.

3. Instruksi ‘Presiden No. 9 tahun 1973, tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak
Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain m@t tentang
hat-hal berikut :

A, Dalam acara pencabutan hak atas tanah yaitu dalam Ps. 2, 3, 5, 6, dan 7 UU
No.20 tahun 1961, terdapat dua macam acara pencabutan hak atas tanah yaitu:

l.‘ Dalam Acara Biasa

Si pemohon atau yang berkepentingan melalui acara ini harus mengajukan
permohonan pencabutan hak atas tanah kepada Presiden dengan perantaraan

Menteri Agraria (Kepala Badan Pertanahan Nasional) melalui Kepala Inspeksi
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Agraria (Kepala Wilayah Badan Pertanshan Nasional) yang bersangkutan. Simrat |
permohonan tersebut harus dilengkapi dengan :

=> Rencana peruntukan tanash dan alasan-alasannya, bahwa untuk

kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak atas tanah;

=> Keterangan tentang yang berhak atas tanah, letak, luas dan macam hak

dari tanah yang akan dicabut seria benda-benda yang tumbuh atau
berada di atasnya;

=5 Rencana ;.)enamptmgan orang-orang yang haknya akan dicabut,

penggarap atau orang yang menempati rumah di atas tanah yang
dimaksud;

=> Pertimbangan Kepala Daerah (Bupati atau Wali Kota) yang

bersangkutan; J

=5 Besar taksiran ganti kerugian dari Panitia Penaksiran.

Surat. permohonan tersebut bersama dengan péﬁimbangm Kepala Daerah
dan taksiran ganti kerugian oleh Kepala Inspeksi Agraria (Kepala Wilayah Badan _
Pertanshan Nasional) diteruskan kepada Menteri Agraria (Kepala Badan
Pertanahan Nasioanl) disertai pula dengan pertimbangannya. Selanjutnya oleh
Menteri Agraria (Kepala Badan Pertanahan Nasional) surat permohonan dimaksud
diajukan kepada Presiden untuk mendapat keputusan, disetai dengan
pertimbangannya, pertimbangan Me;xteﬁ Kehakiman dari segi hukumnya dan
pertimbangan dari Menteri yang .bidang tugasnya meliputi usaha yang meminta
dilakukannya pencabutan hak itu. Berdasarkan pertimbangan dan data-data yang
diajukan tersebut, Presiden memutuskan dapat atau tidaknya pelaksanaan

pencabutan hak atas tanah serta berapa besar ganti kerugian yang harus diberikan
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kepada pemilik tanah, penggarap atau orang-orang yang karena pencabutan hak
atas tanah kehilangan tempat tinggal/sumber nafkahnya.

2. Dalam Keadaan yang Sangat Mendesak

Dalam keadaan yang sangat mendesak vang memerlukan penguasaan atas
tanah dan atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, maka pencabutan
hak atas tanah dapat diselenggarakan melalui acara khusus yang lebih cepat.
Keadaan yang sangat mendesak itu misalnya jika terjadi wabah atau bencana alam
yang memerlukan penampungan para korbannva dengan segera Dalam hal ini
maka pemerintah untuk melakukan pencabutan diajukan oleh Inspeksi Agrana
kepada Menteri Agraria tanpa disertai taksiran kerugian dan Panitia Penaksiran
dan kalau perlu dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah.
Menteri Agraria kemudian dapat memberikan perkenan kepada yang
berkepentingan untuk segera menguasai tanah atau benda tersebut biarpun belum
ada keputusan mengenai permintaan pencabutan h_akn_va dan ganti kerugiannyapun
belum dibayar. Nanmm demikian apabila permintaan .pcncabutan hak atas tanah
tersebut kemudian tidak mendapat persetujuan Presiden, maka yang
berkepentingan harus segera mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan semula
dan memberikan kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak. Dengan
adanya permasalahan tersebut, maka sebelum atau pada saat penguasaaﬁ tanah
tersebut sebaiknya dilaksanakan pendataan terhadap tanam-tanaman, ‘bangmlan

atau hak-hak lainnya yang melekat pada tanah tersebut.
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B. Wewenang Pencabutan Hak atas Tanah

Satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan pencabutan
hak atas tanah dan atau benda-benda yang ada di atasnya adalah Presiden sebagai
eksekutif tertinggi negara setelah mendengar pertimbangan Menteri Agraria dan

menteri yang bersangkutan.

C. Syarat-syarat Pencabutan Tanah
Syarat-syarat );ang harus dipenuhi dalam melakukan pencabutan hak atas
tanah adalah :
1. Tanah yang bersangkutan benar-benar diperlukan untuk kepentingan umum.
Sejauh mana pengertian kepentingan umum di dalam UU No. 20 tahun
1961 tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Di dalam Pasal 1 Lampiran Ins;ruksi
Presiden No. 9 Tahun 1973 tentané Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah
dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya hanya diberikan pedoman bahwa suatu
kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan
umum, apabila kegiatan.tersebut menyangkut kepentingan bangsa dan negara,
kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak atau kepentingan
bersama, dan kepentingan pembangunan.

' Bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai kepentingan umum adalah
meliputi bidang-bidang pertanahan, pekerjaan umum, perlengkapan umum, jasa
umum, keagamaan ilmu pengetahuan dan seni budaya, kesehatan, olahraga,
k&selamaxanr umum terhadap bencana alam, kesejahteraan sosial, makam/kuburan,

pariwisata dan rekreasi, atau usaha-ussha ekonomi yang bermanfaat bagi
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kesejaliteraan umum dan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan lainnya yang
‘menurut pertimbangan fmsiden perlu bagi kepentingan umum
Menurut Pasal 2 dar lampiran Instruksi Pr&siden’No. 9 Tahun 1973
ditetapkan bahwa suatu proyek pembengunan dinyatakan mempunyai sifat
kepentingan umum adalah proyek-proyek yang memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut: |
a. Proyek tersebut sebelumnya sudah termasuk dalam rencana pembanguan yang
telah dibcritahukan. kepada masyarakat yang bersangkutan
b, Apabila proyek tersebut merupakan proyek pembangunan daerah, maka proyek
tersebut sebelumnya harus sudah termasuk dalam Rencana Induk Pembangunan
dari dasrah yang bersangkutan dan telah mendapat persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah setempat, serta rencana Induk Pembanéunan
tersebut harus bersifat terbuka unfuk umum
Kepehtingan umun dapat diarfikan sebagai : Kepeutingan orang banyak
[W.JS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia] dan "dapat pula
dxamkans sebagai : “termasuk kepentingan bangsa dan negafa serta kepentingan
bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis,
dan Hankamnas atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan
Ketahanan Nasioanl serta Wawasan Nuéantara {John Salindeko, Masalah Tanah
dalam Pembangunan],
Keppres No. 55/1993 mengatakan : “Pengadaan dan rencana pemenuhan
kebutuhan tanah yang diperiukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana pembangunan

untuk kepentingan umum tersebut sesuai dengan dan berdasar pada Rencana
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Umum Tata Ruang yang telch ditetapkan terlebih dahulu”, Pembangunan untuk
kepentingan umum dibatasi untuk kegiatan pembangunan yaq,_gf__g__ilakukan dan
selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan,
dalam bidang-bidang antara lain sebagai berikut : jalan umum, saluran pembuangan
air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi,
rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehaatan masyarakat, pelabihan, bandar
udara, terminal, peribadatan, pendidikan / sekolah, pasar umum / pasar INPRES,
fasilitas pemakaman‘ umum, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul
penanggulangan bghaya banjir, lahar, dan bencana-bencanaz lain, pos dan
telekomunikasi, sarana olab raga, stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana
pendukungnya, kantor pemerintahan, atau fasilitas ABRI.
2. Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tangh

Tindakan pencabutan hak atas tanah hanya dilaknkan dalam keadaan -
memaksa atan merupakan langkah terakhir yang perlu dilakukan karena jalan
musyawarah untuk mendapatkan tanah tersebut tidak membawa basil yang
diharapkan, |
3. Ganti Rugi Pencabutan Hak Atas Tanah

@ Penaksiran Ganti Rugi

Penaksiran ganti kerugian dilakukan oleh Panitia Penaksir da;lam

melaksanakan pencabutan hak atas tanah, kepada pemilik tanah dan atau

benda yang haknya dicabut diberikan ganti kerugian yang layak. Ganti

kerugian yang layak itu didasarkan atas nilai nyata atau sebenamnya dari

tanah atau benda yang bersangkutan. Harga yang didasarkan atas nilai yang

nyata atau sebenarnya itu tidak harus sama dengan harga umum, karena
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harga umum biasa merupakan harga catut. Tetapi sebaliknya harga tersebut

tidak pula harga murah. Oleh karena itu unfuk menentukan harga yang

layak tersebut maka dibentuklah Panitia Penaksir yang menurut keputusan

Menteri Agraria No: SK XI/1/Ka/1962 memiliki susunan keanggotaan

sebagai berikut : '

* Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah sebagai Ketua merangkap anggota

* Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah sebagai
Wakil Ketua merangkap anggota

* Seorang penjabat Pamong Praja yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai
anggola

*«  Seorang angpota dari unsur DPRD tingkat I

* Seorang pejabat dari Inspeksi Keuangan sebagai anggota

% Seorang anggota dari Instansi lainnya yang terkait sehubungan dengaﬁ
aciama pencabutan hak atas tanah, misalnya Departemen Pekerjaan
Umum apabila tanah vang haknya dicabut adalah tanah bangunan.

Panitia penaksir bertugas melakukan penaksiran tentang ganti kerugian

tanah atau benda-benda yang haknya akan dicabut. Pamtia Penaksiran

dalam menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah/bangunan/tanaman yang

berada di atasnya harus menaksir secara obyektif dengan tidak merugikan

kedua belah dan dengan menggunakan norma-norma serta memperhatikan

harga-harga penjualan tanah/bangunan/tanaman disckitamya yang terjadi

dalam tahun yang sedang berjalan. Dalam menggunakan nonnaAnonna

tersebut Panitia Penaksir harus tetap me;nperhatikan pedoman-pedoman

yang ada dan lazim dipergunakan dalam mengadakan penaksiran
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harga/ganti rugi atas tanah/bangunan yang berlaku dalam daerah yang

bersangkutan.

Panitia Penaksir di dalam menaksir ganti kerugian agar memakai
sebagai dasar, nilai nyata atau sebenamya dari tanah dan atau bedna yang
haknya akan dicabut, dalam arti bahwa nilai tersebut tergantung pada fungsi
yang diberikan olehk tanah/benda yang bersangkutan baik kepada yang
empunya maupun masyarakat, dengan ketentuan bahwa semua hak atas
tanah mempuﬁyai fungsi sosial (Ps. 6 UUPA). Panitia penaksir dalam
menuksir ganti kerugian harus memperhatikan :

B bahwa yang berhak atas ganti kerugian itu ialah mereka yang berhak
atas tanah dan atau benda yang bersangkutan, sedangkan kalau ada,
kepada penghuni bangunan dan atau penggarap tanahnya l;arus
diusahakan penampungan seperlunya atas fasilitas-fasilitas lainnya

W bahwa ganti kerugian dapat diberikan berupa uang, pengganti tanah
atau bangunan atau fasititas-fasilitas lainnya

Panitia penaksir di dalam memutuskan harga taksirannya dilakukan dengan

jalan musyawarah antara para anggotanya dan keputusan diambil melalut

kata sepakat. Apabila tidak mungkin dicapai kata sepakat, maka keputusan
diambil dengan membagi jumlah dari pgda taksiran masing-masing anggcta
dengan banyaknya anggota yang hadir, dan kalau menurut pendapat Ketua
sidang perbedaan taksiran anggota-anggota yang satu dengan yang lain
terlalu besar, maka keputusan tersebut disertai pula keterangan tentang

taksiran para anggota masing-masing. Keputusan Panitia Penaksir ini
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kemudian disampaikan kepada Menteri Agraria dengan perantaraan Kepal
Inspeksi Agraria.
b. Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi harus dilakukan secara tunai dan dibayar
secara langsung kepada yang berhak, tanpa melalui perantaraan siapap}m
c. Penamﬁungan orang-orang yang hak atas tanahnya dicabut yang
berkepentingan atas pencabutan hak atas tanah diharuskan memberikan
penampungan ﬁtau mengusahakan sedemikian rupa dengan mereka yang
diperintahkan itu tetap dapat meijalankan kegiatan usahanya / mencari
nafkah kehidupan yang layak seperti semula
d. Banding terhadap kétetapan ganti kerugian yang dianggap kurang

layak. ’

Berdasarkan Peraturan Pémerintah No. 39 Tabun 1973, tata -cara
penyélesaian banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permintaan banding digjukan kepada Pengadilan Tinggi yang daerah
kekuasaannya -meliputi tanah dan atau benda-benda yang haknya dicabut.
Permintaan banding tersebut dapat disampaikan dengan surat atau dengan lisan
kepada Panitera Pengadilan Tinggi. Apabila permintaan banding itu
disampaikan dengan lisan, maka Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan
membuat catatan tentang permintaan banding tersebut

2. Pemerintah banding diajukan kepada Pengadilan Tinggi, selambat-lambatnya
dalam * waktu satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan presiden
disampaikan kepada yang bersangkutan. Penentuan jangka waktu selambat-

lambatnya satu bulan tersebut adalah untuk lebih menjamin kepentingan pihak-
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pihak yang bersangkutan dan lebih mempercepat penyelesaiannya di pengadilan
tinggi.

3, Permintaan banding hanya dapat diterima apabila terlebih dahulu telsh dibayar
perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Apabila ternyata yang
bersangkutan tidak mampu membayae biasa tersebut, maka Ketua Penga::lilan
Tinggi dapat mempertimbangkan dan membebaskan yang bersangkutan dari
kewajiban tersebut. -

4. Pengadilan tmggi' harus sudah memeriksa perkara tersebut paling lambat
sebulan setelah penerimsan banding Pemeriksaan dan putusan dijatuhkan
dalam waktu sesingkat-singaktnya Untuk keperluan tersebut Pengadilan
Negeri dimana tanzh dan atau benda-benda tersebut, semua pihak yang
bersangkutan dengan pelaksanaan pencabutan hak atas tanah dan atau benda-
benda yang ada di atasnya. |

5. Putusan Pengadilan Tinggi harus sudak disampaikan kepada pihak-pihak yang

bersangkutan selambat-lambatmya satu bulan setelah tanggal putusan perkara.

2.2.2. Pengadaan Tanah Melalui Pembebasan Hak Atas Tanah

Pembebasan hak atas tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang
semula terdapat -di antara pemegang hak atau penguasa atas tanah dengan cara
memberikan ganti rugi Pembebasan hak atas tanah untuk proyek-proyek
pemerintah dapat dilakukan melalui dua tata cara yaitu :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1985

11X
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ANALISIS MASALAH

3. Analisis Masalah

Dalam makalah tentang tinjauan pencabwtan hak atas tanah demi
kepentingan umum akan dilakukan suatu analisis terhadap peraturan, pelaksana,
maupun pelaksanaan nyata Beberapa hal yang dapat diajukan adalah sebagai
berikut :
1. Pencabutan Hak Atas Tanzh merupakan suatu langkah terakhir apabila jalur
musyawarah antar berbagai pihak sudah tidak mungkin menghasilkan keputusan.
Musyawarah yang dilakukan akan sulit menghasitkan keputusan apabilz dalam
musyawarah tersebut ada pihak yang merasa menerima kerugian. Hal ini tefjadi
karena pemilik tanah tidak dilibatkan sejak semula dalam perencanaan awal proyek
pcmbangunag bagi kepentingan umum tersebut. |

Akibat dari ‘musyawarah mendadak’ dimana pet_niJik tanah tidak memiliki
banyak pilihan akan memacetkan musyawarah. Bagi pthak pengembang proyek, hai
ini memberikan kesempatan padanya untuk mempergtmakan hak Pencabutan Hak
Atas Tanah sedangkan bagi pemilik tanah hal tersebut memberikan pembatasan
kesempatan untuk memilih. Bagi pemilik tanah ada suatu ketimpangan.
2. Dalam menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang akan dipergunakan
untuk kepentingan umum terdapat suatu panitia penaksir. Panitia Penaksir ini
terdiri dari berbagai pihak yang berusaha memberikan penilaian besarnya kerugian
yang akan diberikan kepada pemilik tanah. Dalam panitia tersebut tidak terdapat

wakil dari penduduk sekitar sebagai pemilik tanah atau pejabat yang bertugas di
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lokasi tersebut. Pejabat-pejabat yang duduk dalam panitia penaksir tersebut berada
cukup jauh dari lokasi tersebut sehingga kurang mengetahui keadaan dan nilai dari
lokasi tersebut. Tidak adanya wakil dari penduduk- mengakibatkan penilaian

terhadap tanah akan dirasakan berat sebelah.
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KESIMPULAN DAN SARAN

4.1, Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap permasalahan pencabutan hak atas

tanah demi kepentingan umum maka dapat diambil kesimpuln sebagai berikut :

1. Hsk sesecrang terhadap miliknya berupa tanah tidak meiljadjkannya
mutlak sepenvhnya untuk menguasai tansh tersebut. Ada nilai sosial
dari tanah yang dimilikinya tersebut sehingga pemanfaatan suatu bidang
tanah harus memberikan pengaruh bagi banyak orang. Hal ini menjadi
lebth jelas pada saat di atas lokasi tersebut akan dipergunakan untuk
kepentingan umtim

2. Pencabutan Hak Atas Tanah merupakan suatu tindakan terakhir yang
dilakukan setelah musyawarah tidak dgpat menghasilkan keputusan.
Asas musyawarzh harus dijadikan syarat utama schingga dapat

memberikan keuntungan bagi semua pihak.

4.2, Saran
Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
1. Musyawarzh yang dilakukan diharapkan melibatkan semua pihak yang
terlibat terutama pemilik tanah dan musyawarah ini dilakukan sejak

awal perencanaan. Rencana perubahan tata ruang diharapkan dapat
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dibicarakan dengan penduduk di lokasi tersebut sehingga para pemilik
tanah dapat mempersiapkan diri secara lebih baik |

2. Dalam panitia penaksir diharapkan dapat melibatkan wakil deri perilik -
tanah sehingga dapat dihasilkan penilaian ganti rugl yang

menguntungkan semua pihak.



